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ABSTRAK

Penelitian mengenai Perlindungan Hukum Kreditor Dalam
Kepailitan (Studi Kasus Terhadap Peninjauan Kembali Reg. No. 07
PK/N/2004) ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perlindungan
hukum terhadap kreditor atas kepailitan yang diajukan debitor dan
bagaimana penyelesaian atas harta pailit sehubungan dengan debitor
mempailitkan diri. Kasus bermula dari debitor tidak mampu membayar
utang lalu mempailitkan diri.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu
penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan dan dokumen-
dokumen untuk memperoleh data sekunder.

Pendekatan normatif dalam penelitian ini dengan mengkaji
peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan
hukum terhadap kreditor atas kepailitan yang diajukan debitor, sedangkan
pendekatan yuridis digunakan dalam menganalisis hukum terhadap fakta-
fakta yang terjadi untuk selanjutnya digunakan dalam menjawab
permasalahan-permasalahan yang terkait dalam kaitannya dengan
masalah perlindungan hak-hak kreditor sehubungan dengan debitor
mempailitkan diri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

Permohonan kepailitan yang dilakukan oleh debitor sesuai
dengan UUKPKPU maupun UUK, secara substansial tidak ada perubahan
dalam syarat-syarat pengajuan permohonan kepailitan. Pada
kenyataannya, syarat-syarat tersebut belum representatif dalam
perlindungan hak-hak kreditor. Dapat dilihat dari tidak adanya
permohonan debitor untuk meminta persetujuan kepada kreditor. Syarat-
syarat pengajuan permohonan kepailitan tersebut jauh dari asas keadilan
bagi penyelesaian kepailitan, terutama bagi kreditor yang mempunyai
debitor harta kekayaannya (boedel) tidak cukup untuk membayar
keseluruhan hutang.

UUKPKPU yang mengantikan UUK belum sepenuhnya lengkap
untuk dapat melindungi hak-hak kreditor, sehubungan dengan kasus
PT.Tunas Sukses tidak ada kejelasan tentang pengembalian hutang
secara penuh apabila ternyata harta kekayaan debitor pailit tidak cukup
untuk membayar seluruh hutang-hutangnya, secara tidak langsung
kreditor diharuskan untuk menerima kenyataan bahwa semua hutangnya
tidak akan dapat dilunasi secara penuh oleh debitor pailit tanpa ada
tindakan-tindakan dan solusi yang dapat dilakukan oleh kreditor sebelum
permohonan kepailitan tersebut diajukan debitor pailit ke Pengadilan
Niaga.

Kata-kata kunci : Perlindungan, Kreditor, Kepailitan



ABSTRACT

Research the Law on Protection In Bankruptcy creditors (Case
Studies on The Return Reg. No. 07 PK/N/2004) was conducted to find out
how the legal protection of creditors on the bankruptcy debtor the
proposed settlement and how the top of the arise related to the property in
relation to the debtor bankrupt itself. Case start from the debtor repayment
in full and than the debtor bankrupt itself.

This research is a normative juridical research, the research that
the research literature and documents to obtain secondary data.

Normative approach in this research with the rules of law relating to
the issue of creditor protection law on bankruptcy debtor asked, while the
approach used in analyzing the juridical law of the facts going to the next
is used in the problems related to the relation protection issues with the
rights of creditors with respect to debtor bankrupt itself.

Results of research indicate that:

Bankruptcy application made by debtor in accordance with
UUKPKPU and UUK, substantially no changes in the terms of the
bankruptcy application. In fact, conditions are not representative in the
protection of the rights of creditors. Can be seen from the absence of a
request debtor request for approval to the creditor. The requirements of
the bankruptcy application are far from the principle of justice for the
settlement of bankruptcy, especially for the creditors who have debtor
wealth (boedel) not enough to pay the entire debt.

UUKPKPU replace the UUK not fully complete in order to protect
the rights of creditors, in connection with the case of PT. Success does not
shoot any clarity on debt repayment in full if the property was debtor
bankrupt not enough to pay the entire debt-debt, creditors are not directly
required to accept the fact that not all debts will be repaid in full by debtor
bankrupt without any actions and solutions that can be done by the
creditors before the bankruptcy application is submitted to the Court debtor
bankrupt Commerce.

Keywords: Protection, Creditors, Bankruptcy
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi di Indonesia pada awalnya dapat
berjalan dengan baik, terlebih lagi dengan adanya program
pembangunan ekonomi dari pemerintah secara bertahap dan
berkesinambungan yang telah disusun pada masa pembangunan
jangka panjang | selama 25 tahun. Hal ini ditunjukkan dengan
perkembangan ekonomi makro dan mikro yang meningkat pesat
seiring dengan pertumbuhan unit-unit usaha kecil atau besar di dalam
dunia perdagangan dan ekonomi Indonesia. Fenomena ini
mengakibatkan tingginya mobilitas sumber daya manusia dan sumber
daya usaha, sehingga terjadi perputaran modal dan kekayaan yang
membesar dari waktu ke waktu di dalam dunia perekonomian.

Krisis moneter yang melanda hampir diseluruh belahan dunia
pada pertengahan tahun 1997 telah memporak-porandakan sendi-
sendi perekonomian. Sejak krisis ekonomi tahun 1997, jumlah
perusahaan dan perorangan yang tidak mampu (atau tidak mau)
membayar utang bukan main banyaknya, statistiknya pasti tidak jelas.
Dunia usaha merupakan dunia yang paling menderita dan merasakan
dampak krisis yang tengah melanda. Negara kita memang tidak

sendirian dalam menghadapi krisis tersebut, namun tidak dapat

! Arief. T Surowidjojo., Kepailitan : Sebuah Jalan Keluar?, http
:/Imajalah.tempointeraktif.com, 19 mei 2003



dipungkiri bahwa negara kita adalah salah satu negara yang paling
menderita dan merasakan akibatnya. Selanjutnya tidak sedikit dunia
usaha yang gulung tikar, sedangkan yang masih dapat bertahan pun
hidupnya menderita.

Kejadian seperti ini menunjukan bahwa sistem perekonomian
Indonesia yang lemah, sehingga dapat terpuruk sedemikian rupa. Hal
ini disebabkan karena adanya monopoli dari pihak-pihak tertentu yang
berakibat melemahkan adanya daya saing bisnis di pasar Indonesia.
Krisis ini secara tidak langsung menghancurkan perbankan nasional
yang ditandai dengan adanya penarikan dana secara besar-besaran
yang merupakan suatu bukti ketidakpercayaan masyarakat terhadap
pemerintah. Ambruknya perekonomian nasional juga menghancurkan
sektor-sektor riil seperti industri, manufaktur dan properti yang pada
waktu itu berkembang pesat.

Peristiwa ini berimbas pada badan-badan usaha, dimana
badan usaha yang paling terkena imbasnya adalah perseroan
terbatas. Badan usaha ini merupakan penggabungan antara sistem
organisasi dengan sumber daya manusia, dimana untuk menjaga
keseimbangan diperlukan adanya kerangka hukum yang mengikat
kedua belah pihak yaitu perseroan terbatas sebagai pihak debitor dan
bank sebagai pihak kedua. Landasan hukum sangat diperlukan bagi

perseroan terbatas sebagai debitor dan bank sebagai kreditor agar

2 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis, Kepailitan, PT. Raja Grafindo
Persada Jakarta, 2004, hal. 1.



terpenuhinya hak dan kewajiban tanpa ada salah satu pihak yang
merasa dirugikan. Dengan adanya permasalahan keuangan yang
melanda negara Indonesia pada saat ini adalah munculnya masalah
yang terkait badan-badan usaha dalam pemenuhan kewajiban
terhadap kreditor. Pihak kreditor sebagai lembaga pengucur dana bagi
badan-badan usaha mempunyai kekhawatiran apabila dana yang
sudah dikucurkan tidak dapat dikembalikan sepenuhnya terhadap
badan usaha sebagai debitor yang mengalami kebangkrutan.

Adalah suatu kenyataan bahwa kegiatan uasaha pada ero
global sekarang ini tidak mungkn terisolir dari masalah-masalah lain.
Suatu perusahaan yang dinyatakan pailit pada saat ini akan
mempunyai imbas dan pengaruh buruk bukan hanya kepada
perusahaan itu saja melainkan berakibat global. Oleh karena itu,
lembaga kepailitan merupakan salah satu kebutuhan pokok didalam
aktivitas bisnis karena adanya ststus pailit merupakan salah satu
sebab pelaku bisnis keluar dari pasar. Begitu memasuki pasar pelaku
bisnis bermain didalam pasar. Apabila pelaku bisnis sudah tidak
mampu lagi untuk bermain di arena pasar, maka dapat keluar dari
pasar atau terpaksa atau bahkan dipaksa keluar dari pasar. Dalam hal
seperti inilah kemudian lembaga kepailitan itu berperan.®

Realisasi dan tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak

pihak yang berkaitan dengan masalah kepailitan adalah merevisi

8 Rahayu Hartini, Edisi Revisi Hukum Kepailitan, UMM Press, Malang, 2007, hal. 3



Undang-Undang Kepailitan sebagaimana diatur dalam Staatsblaad
Tahun 1905 No. 217 juncto Staatsblaad Tahun 1906 No. 348 menjadi
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1
Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan yang
dikeluarkan pada tanggal 22 April 1998. Tanggal 9 September 1998
Perpu No. 1 Tahun 1998 disahkan menjadi Undang-undang No. 4
Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan
menjadi Undang-Undang, akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2004
Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 diganti menjadi Undang-Undang
No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang.

Pengantian Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 menjadi
Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 sangat penting, karena sudah
dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. Sebagai
pengemban amanat rakyat. Presiden mempunyai kewajiban
konstitusional untuk melaksanakan pembangunan nasional, salah satu
bagian dari pembangunan nasional adalah pembangunan hukum
nasional yang berorientasi kepada mewujudkan masyarakat adil dan
makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Salah satu produk hukum yang bertujuan untuk menjamin
kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berisi

keadilan dan kebenarana yang diperlukan saat ini guna mendukung



pembanguna perekonomian nasional adalah peraturan mengenai
kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.*

Tujuan utama dari perubahan yang dimaksud untuk
memberikan keseimbangan antara kreditor dan debitor menghadapi
masalah kepailitan, memberikan kepastian proses, baik menyangkut
waktu, tata cara, tanggung jawab pengelolaan harta pailit dan
memudahkan penyelesaian hutang piutang secara cepat, adil, terbuka
dan efektif.®

Selain itu tujuan dari pada pengundangan Undang-Undang
Kepailitan adalah untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang
piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif.®

Istilah “pailit” pada dasarnya merupakan suatu hal, dimana
keadaan debitor (pihak yang berhutang) yang berhenti membayar atau
tidak membayar hutang-hutangnya pada kreditor (pihak yang memberi
hutang). Berhenti membayar bukan berarti sama sekali tidak
membayar, tetapi dikarenakan suatu hal pembayaran akan hutang
tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, jadi apabila debitor
mengajukan permohonan pailit, maka debitor tersebut tidak dapat
membayar hutang-hutangnya atau tidak mempunyai pemasukan lagi

bagi perusahaannya untuk menunaikan membayar hutang.

* Budisastra, Aspek Hukum Dalam Kepailitan, http ://budisastra.info/home, 2009,

® Bernadete Waluyo, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, Ctk.
Pertama, Mandar Maju, Bandung, 1999, him. 5

® Widjanarko, Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor
Perbankan, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, Yayasan Pengambangan Hukum Bisnis,
Jakarta, 1999, Hal. 73.



Tindakan Pailit adalah suatu sitaan umum atas semua
kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya
dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Harta
pailit akan dibagikan sesuai dengan porsi besarnya tuntutan Kreditor.
Prinsip kepailitan yang demikian ini merupakan realisasi dari ketentuan
Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata, yaitu kebendaan milik Debitor
menjadi jaminan bersama-sama bagi semua Kreditor yang dibagi
menurut prinsip keseimbangan atau “Pari Pasu Prorata Parte”.’

Permohonan pailt pada dasarnya merupakan suatu
permohonan yang diajukan ke Pengadilan Niaga oleh pihak-pihak
tertentu atau penasehat hukumnya karena suatu hal tidak dapat
membayar hutang-hutangnya kepada pihak lain. Pihak-pihak yang
dapat mengajukan permohonan pailit adalah debitor, kreditor,
Kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia yang
menyangkut debitornya adalah bank, Badan Pengawas Pasar Modal
yang debitornya merupakan perusahaan efek, dan Menteri Keuangan
yang debitornya Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana
Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang
kepentingan publik.

Debitor dapat mengajukan permohonan pailit apabila
mempunyai dua atau lebih kreditor yang tidak dapat menjalankan

kewajibanya yaitu membayar hutang beserta bunganya yang telah

" Jerry Hoff, Undang Undang Kepailitan Indonesia, Penerjemah Kartini Mulyadi,
Jakarta, P.T. Tatanusa, 2000, hal. 13.



jatun tempo. Dalam hal ini permohonan pailit ditujukan pada
Pengadilan Niaga dan Pengadilan Niaga harus mengabulkan apabila
terdapat fakta yang sesuai dengan syarat-syarat untuk dinyatakan
pailit telah terpenuhi oleh pihak yang mengajukan pailit. Bagi
permohonan pailit yang diajukan debitor sendiri syaratnya adalah
debitor tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak
membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo. Syarat
debitor dapat dinyatakan pailit apabila debitor mempunyai dua atau
lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang
telah jatuh tempo dan dapat ditagih (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004). Sedangkan putusan permohonan pernyataan
pailit diajukan kepada pengadilan Niaga yang daerah hukumnya
meliputi daerah tempat kedudukan debitor sebagai mana diatur dalam
Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
Penjelasan diatas sesuai dengan definisi kepailitan menurut
Henry Campbell Black, yaitu seorang pedagang yang bersembunyi
atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui
pihak kreditornya.? Dalam hal seperti ini hak-hak sebagai kreditor tidak
terlindungi terhadap debitor yang mempunyai itikad tidak baik. Seperti
halnya yang terjadi dalam Pengadilan Niaga terdapat praktek-praktek
yang menyebabkan lembaga kepailitan tidak berjalan dengan

semestinya, Pengadilan Niaga telah digunakan untuk melegitimasi

8 Black Henry Campbell, Black Laws Dictionary, West Publishing. Co, Minessotta, 1968



praktek-praktek tidak membayar utang atau praktek utang yang
diabayar menurut kehendak si debitor.® Hal ini serupa terjadi pada
kasus kepailitan antara kreditor PT. Tunas, yaitu Bank Lippo melawan
PT. Tunas Sukses sebagai debitor.

PT. Tunas adalah badan usaha yang bergerak dibidang
manufaktur yaitu pembuatan sarung tangan dan jaket kulit sebagai
salah satu contoh masalah kepailitan akibat dampak krisis moneter
yang melanda dunia, akibatnya pemesanan barang mengalami
penurunan dan biaya operasional yang dikeluarkan tidak sebanding
dengan hasil penjualan produksi. Dengan keadaan itu para karyawan
mengundurkan diri secara bertahap karena mengetahui keuangan
perusahan sedang tidak baik, disusul dengan adanya pemutusan
hubungan kerja karyawan sehingga tinggal beberapa karyawan
honorer untuk mengurus administrasi perusahaan.

Kenaikan nilai tukar mata uang rupiah terhadap Dollar juga
menyebabkab PT.Tunas semakin terpuruk, padahal PT.Tunas sendiri
mempunyai utang berupa pinjaman pokok dan bunga kepada PT.Bank
Lippo dalam bentuk uang Dollar Amerika Serikat (USD). Sewaktu
PT.Tunas meminjam nilai tukar masih Rp. 2000,00 namun ternyata

membengkak menjadi Rp. 8940,00 per 1 dollarnya pada 2001.%

° Luhut M.P Pangaribuan., Hukum Kepailitan Dengan Hantu-Hantu, http

:/I[majalah.tempointeraktif.com, 08 September 2003
% yogi, “Dan Tunas Pun Mempailitkan Diri Sendiri” : Dalam Kaitannya Dengan
Kewajiban Debitor, Artikel pada Legal Review, Edisi No. 19 Th. 11, 2004, hal. 36



Selama menjalankan perusahaannya PT.Tunas Sukses
mempunyai hutang kepada PT.Bank Lippo sebesar USD 10,7 juta
lebih berikut bunganya sebesar 14,3 miliar lebih, dimana hal ini belum
termasuk hutang kepada pihak lain seperti PT. Panca Brothers
Swakarsa, PT. Yeon San Embroiders dan lain sebagainya. Pada
kenyataannya sampai sekarang hutang sebesar USD 11,1 juta dan Rp
15,3 miliar tersebut belum terbayar dan yang lebih mengejutkan
hutang tersebut melebihi aset-aset perusahaan yang hanya bernilai Rp
13,7 miliar.

PT.Tunas Sukses pada tanggal 4 Februari 2004 mengadakan
Rapat Umum Pemegang Saham yang akhirnya dicapai kesepakatan
untuk mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat. Permohonan kepailitan yang diajukan oleh PT.Tunas Sukses
telah memenuhi syarat-syarat pailit yaitu PT. Tunas Sukses
mempunyai 11 kreditor yang diantaranya adalah PT.Bank Lippo,
PD.Ariya Makmur, Gloria Printing, UD.Irene, PT.Mikata Agung,
PT.Modern Packindo, PT.Panca Brothers Swakarsa, PT.Yeon San
Embroidery Ind, PT.Yosep Megah Pratama, PT Eternal Gloria Perkasa
dan PT.Hillon Indonesia, dimana hal tersebut telah memenuhi syarat
Concursus Creditorium atau paling sedikit dua kreditor. PT.Tunas
Sukses juga telah memenuhi syarat mengajukan permohonan
kepailitan yang lain, yaitu tidak membayar lunas sedikitpun satu utang

yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.



PT.Tunas Sukses setelah mengadakan Rapat Umum
Pemegang Saham selanjutnya mengajukan permohonan pernyataan
pailit terhadap dirinya sendiri pada tanggal 11 Pebruari 2004, akhirnya
pada tanggal 26 Pebruari 2004 dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim dengan susunan : Putu Supadmi, S.H. sebagai Hakim Ketua
Majelis, Sudrajad Dimyati, S.H. dan Suripto, S.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada tanggal 2
Maret 2004 dalam sidang yang terbuka untuk umum memutuskan
mengabulkan permohonan Pemohon pailit yaitu P.T. Tunas Sukses
berada dalam keadaan pailit, dengan segala akibat hukumnya.

Dengan adanya putusan pailit dari Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat terhadap P.T. Tunas Sukses, PT.Bank Lippo, Tbk selaku salah
satu kreditornya mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung untuk
membatalkan putusan pailit tersebut, tetapi pada tanggal 7 Juni 2004
dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung menyatakan bahwa
permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT.Bank Lippo, Tbk tersebut
tidak dapat diterima.

Merasa permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima oleh
Mahkamah Agung maka PT.Bank Lippo, Tbk mengajukan upaya
hukum terakhir melalui Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung
berharap agar putusan pailit terhadap P.T. Tunas Sukses dapat
dibatalkan, tetapi berdasarkan rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung tanggal 28 Desember 2004 menyatakan bahwa permohonan



peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi PT.Bank Lippo, Tbk tersebut
tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik
untuk meneliti lebih dalam mengenai masalah perlindungan hukum
kreditor yang diajukan debitor dalam kepailitan dengan menyusun
Tesis berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR TERHADAP KEPAILITAN
(STUDI KASUS TERHADAP PENINJAUAN KEMBALI REG. NO. 07

PK/N/2004").

. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok
permasalahan dari penelitian ini adalah :
1. Bagaimana perlindungan hukum kreditor atas kepailitan yang
diajukan debitor?
2. Bagaimana penyelesaian harta pailit debitor kepada para kreditor

sehubungan dengan debitor mempailitkan diri?

. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang hendak dicapai peneliti dalam melakukan
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum kreditor

atas kepailitan yang diajukan debitor.



2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian harta pailit
debitor kepada para kreditor sehubungan dengan debitor

mempailitkan diri.

D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

sebagai berikut :
Kegunaan Teoritis :

Dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di
bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum kepailitan.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan
khasanah pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum kepailitan

tentang perlindungan hak-hak kreditor dalam kepailitan.

Kegunaan Praktis :

Memberikan sumbangan Pemikiran kepada kalangan
Akademisi Kampus, praktisi hukum bisnis, Lembaga Pemerintah,
Institusi Peradilan termasuk Aparatur Penegak Hukum lainnya dalam
rangka menerapkan dan menegakkan Undang-undang Kepailitan
maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya yang memiliki
relevansi dengan hukum bisnis di Indonesia yang bertujuan

memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan publik.



E. Kerangka Pemikiran
a. Kerangka Konseptual

Dalam hal debitor mempunyai banyak kreditor dan harta
kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua
kreditor, maka para kreditor akan berlomba dengan segala cara,
baik yang halal maupun yang tidak, untuk mendapatkan pelunasan
tagihannya terlebih dahulu. Kreditor yang datang belakangan
mungkin sudah tidak dapat lagi pembayaran karena harta debitor
sudah habis.

Hal tersebut diatas sangat tidak adil dan merugikan.
Menurut Kartini Muljadi, hal inilah yang menjadi maksud dan tujuan
dari Undang-Undang Kepailitan, yaitu untuk menghindari terjadinya
keadaan seperti yang dipaparkan di atas.™*

Realisasi dan tindakan pemerintah untuk melindungi hak-
hak pihak yang berkaitan dengan masalah kepailitan adalah
menciptakan peraturan perundang-undangan tentang kepailitan
yaitu Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Kehadiran Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) tersebut ditengah

masyarakat khususnya para pelaku bisnis yang sedang

™ Imran Nating, Kepailitan Di Indonesia (Pengantar), http://www.solusihukum.com,




menghadapi masalah sengketa uatang piutang diharapkan dapat
membantu penyelesaiannya, karena sistem yang digunakan sangat
cepat, adil, terbuka, dan efektif serta menjadi pegangan bagi
penyelesaian utang-piutang yang tidak saling merugikan melainkan
sebaliknya justru saling menguntungkan para pihak yaitu Kreditor
dan Debitor.

Pailit dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum diartikan

sebagai keadaan debitor yang berutang yang berhenti membayar
atau tidak membayar utang-utangnya, hal ini tercermin dalam Pasal
2 ayat (1) UUKPKPU yang menentukan bahwa:
"Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak
membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan
dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik
atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau
lebih kreditornya”.

Menurut Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU tersebut permohonan
pernyataan pailit terhadap seorang debitor dapat diajukan oleh
debitor sendiri. Dalam istilah bahasa Inggris disebut voluntary
petition, kemungkinan tersebut menurut Undang-undang Kepailitan
bukan saja untuk kepentingan kreditornya, tetapi dapat pula
diajukan untuk kepentingan debitor sendiri.

Debitor dapat mengajukan permohonan pailit terhadap

dirinya hanya apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. debitor mempunyai dua atau lebih kreditor, dan



2. debitor sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh
waktu dan telah dapat ditagih.

Ketentuan bahwa debitor dapat mengajukan permohonan
pernyataan pailit terhadap dirinya sendiri adalah ketentuan yang
dianut di banyak negara, maka hal tersebut merupakan hal yang
lazim. Namun ketentuan tersebut dapat membuka kemungkinan
dilakukannya rekayasa demi kepentingan debitor sendiri.

Kemungkinan dilakukannya rekayasa tersebut diantaranya
adalah debitor membuat hutang lebih dari satu dengan maksud
untuk tidak membayar dan setelah itu mengajukan permohonan
untuk dinyatakan pailit. Selain itu kepailitan diajukan oleh teman
baik debitor yang berkolusi dengan orang atau badan hukum agar
dinyatakan pailit. Permohonan semacam ini bertujuan untuk
menghindarkan agar kreditor lain tidak dapat mengajukan
permohonan pernyataan pailit terhadap debitor itu, setidaknya
kreditor yang lain akan terhambat.

Rekayasa yang dibuat untuk kepentingan debitor dapat
merugikan kepentingan kreditor dan dapat dipastikan hak-hak
sebagai kreditor tidak terlindungi terhadap debitor yang mempunyai
itikad tidak baik. Hal ini serupa terjadi pada kasus kepailitan antara
kreditor PT. Tunas, yaitu Bank Lippo melawan PT. Tunas Sukses

sebagai debitor.



Selama menjalankan perusahaan PT. Tunas tidak hanya
berhutang pada satu kreditor saja yaitu PT. Bank Lippo tetapi pada
kreditor lainnya yaitu PT. Panca Brothers Swakarsa, PT. Yeon San
Embrioders dan lain sebagainya. Pada kenyataanya hutang
beserta bunga yang harus dibayar tersebut melebihi aset-aset
perusahaan PT. Tunas.

Pada tanggal 4 Februarai 2004 dalam Rapat Umum
Pemegang Saham PT. Tunas Suskses telah dicapai kesepakatan
untuk mengajukan permohonan pailt pada Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat karena perusahaan sudah tidak dapat lagi
menjalankan perusahaan dikarenakan menanggung hutang yang
besar. Dengan adanya kesepakatan permohonan pailit dalam rapat
tersebut dinilai pihak kreditor sebagai wanprestasi debitor dan tidak
adanya itikad untuk berusaha menyelamatkan perusahaan.

Pada akhirnya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
memutuskan mengabulkan permohonan pailit PT. Tunas untuk
mempailitkan diri sendiri berdasarkan bukti-bukti yang ada dan
sesuai Undang-undang Kepailitan PT. Tunas mempunyai hutang
pada kreditor dan dapat ditagih setelah jatuh tempo. Masalah yang
terjadi disini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap
kreditor dan penyelesaian hukum dalam kasus yang telah

dikemukakan diatas dimana debitor mempailitkan dirinya sendiri.



Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi
pokok permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum kreditor atas kepailitan yang
diajukan debitor?

2. Bagaimana penyelesaian harta pailit debitor kepada para
kreditor sehubungan dengan debitor mempailitkan diri?

Tujuan utama yang hendak dicapai peneliti dalam melakukan

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum
kreditor atas kepailitan yang diajukan debitor.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian harta pailit
debitor kepada para kreditor sehubungan dengan debitor
mempailitkan diri.

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Kegunaan Teoritis :

Dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di
bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum kepailitan.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan
khasanah pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum
kepailitan tentang perlindungan hak-hak kreditor dalam kepailitan.

Kegunaan Praktis :

Memberikan sumbangan Pemikiran kepada kalangan

Akademisi Kampus, praktisi hukum bisnis, Lembaga Pemerintah,



Institusi Peradilan termasuk Aparatur Penegak Hukum lainnya
dalam rangka menerapkan dan menegakkan Undang-undang
Kepailitan maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya yang
memiliki relevansi dengan hukum bisnis di Indonesia yang
bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan

publik.

. Kerangka Teoritik
Permasalahan yang terdapat dalam kerangka konseptual
akan terjawab dengan dibutuhkannya pendekatan secara teoritik
yaitu melalui penelusuran bahan-bahan kepustakaan yang
berkaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian khususnya
hukum kepailitan. Adapun yang ditekankan dalam pendekatan

teoritik ini adalah :

1. Pengertian Kepailitan

Istilah pailit jika ditinjau dari segi istilah, dapat dilihat
dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan
Inggris dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa
Prancis istilah failite artinya pemogokan atau kemacetan dalam
melakukan pembayaran sehingga orang yang mogok atau
macet atau berhenti membayar disebut le failli. Dalam bahasa
Belanda untuk arti yang sama dengan bahasa Perancis juga

digunakan istilah faillete, sedangkan di dalam bahasa Inggris



dikenal dengan istilah to fail dan dalam bahasa Latin digunakan
istilah failure. yang memiliki arti rangkap, yaitu sebagai kata
benda dan sebagai kata sifat. Di dalam bahasa Perancis, istilah
“faillite” artinya kemogokan atau kemacetan dalam melakukan
pembayaran. Sedangkan di dalam bahasa Inggris dikenal
dengan istilah “to fail” dan di dalam bahasa latin digunakan
istilah “fallire”.*?

Dalam Black's Laws Dictionary pailit atau “Bankrupt
adalah The State or condition of a person (individual,
parthnership, or corporation, municipality) who is unable to pay
its debt as they are, or become due”. The term includes a
person agains whom an involuntary petition has been filed, or
who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a
bankrupt.”®

Dari pengertian yang diberikan dalam Black’s Law
Dictionary tersebut, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit
dihubungkan dengan “ketidakmampuan untuk membayar” dari
seorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo.
Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan
nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela

oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di

12 Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, Jakarta
: PT. Raja Grafindo Persada , 2000, hal.27.
¥ Gunawan Widjaja, Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan. PT.
RajaGrafindo Persada, Jakarta,2004, hal.83



luar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke
pengadilan.*

Pailit dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum
diartikan sebagai keadaan debitor yang berutang yang berhenti
membayar atau tidak membayar utang-utangnya, hal ini
tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU menentukan:
"Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak
membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu
dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan,
baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan
satu atau lebih kreditornya”.

UUKPKPU dalam Pasal 1 ayat (1), kepailitan adalah
sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan
dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah
pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini.

Kepailitan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

I. Adanya sita umum atas seluruh kekayaan Si debitor;
ii. Untuk kepentingan semua kreditor;

iii. Debitor dalam keadaan berhenti membayar utang;
iv. Debitor tidak kehilangan hak keperdataannya,;

v. Terhitung sejak pernyataan pailit, debitor kehilangan hak

untuk mengurus harta kekayaannya;

% |bid, hal. 84.



Merealisasikan asas yang tercantum dalam Pasal 1131

dan Pasal1132 KUH Perdata.

2. Tujuan dan Fungsi Kepailitan

Tujuan dari kepailitan adalah untuk melakukan
pembagian kekayaan milik debitor kepada para kreditornya
dengan melakukan sitaan bersama dan kekayaan debitor dapat
dibagikan kepada kreditor sesuai dengan haknya. Berkaitan
dengan ini berlaku ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur dan
memberikan kedudukan para kreditor sebagai kreditor konkuren
sehingga boedel pailit akan dibagikan kepada para kreditor
secara seimbang. Selain itu fungsi dari hukum kepailitan adalah
untuk mencegah kreditor melakukan kesewenang-wenangan
untuk memaksa debitor agar membayar utangnya.

Menurut Rudhi Prasetya, adanya lembaga kepailitan
berfungsi untuk mencegah kesewenang-wenangan pihak
kreditor yang memaksa dengan berbagai cara agar debitor
membayar utangnya.®

Menurut Radin, dalam bukunya The Nature of Bankruptcy
sebagaimana dikutip oleh Jordan, et.al., tujuan semua Undang-

undang Kepailitan adalah untuk memberikan suatu forum kolektif

5 Rudhi Prasetya, Likuidasi Sukarela Dalam Hukum Kepailitan, Makalah Seminar
Hukum Kebangkrutan, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen
Kehakiman RI, 1996, Hal. 1-2.



untuk memilah-milah hak-hak dari beberapa penagih terhadap
aset seorang debitor yang tidak cukup nilainya.®

Kepailitan adalah merupakan lembaga hukum perdata
Eropa sebagai asas realisasi dari dua asas pokok dalam hukum
perdata Eropa yang tercantum dalam Pasal 1131 dan 1132
KUH Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata menentukan bahwa
segala Kebendaan si berutang, baik bergerak maupun tidak
bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada
dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan
perseorangan.

Menurut Pasal 2 Ayat (1) UUKPKPU, syarat-syarat
yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah
perusahaan tersebut mempunyai hutang yang sudah jatuh
tempo, adanya debitor dan kreditor dan pernyataan pailit dari
pengadilan khusus yaitu Pengadilan Niaga, syarat-syarat
tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Adanya lembaga kepailitan memungkinkan debitor
membayar utang-utangnya secara tenang, tertib dan adil, yaitu :
i. Dengan dilakukannya penjualan atas harta pailit yang ada,

yakni seluruh harta kekayaan yang tersisa dari debitor.

16 Bagus Irawan, Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi,
Alumni, Bandung, 2007, hal 29.



ii. Membagi hasil penjualan harta pailit tersebut kepada
sekalian kreditor yang telah diperiksa sebagai kreditor yang

sah.

. Syarat Pengajuan pailit

Agar dapat dinyatakan pailit, seorang debitor harus

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

i. Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor

ii. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah
jatuh waktu dan dapat ditagih

iii. Atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Ketentuan tentang syarat-syarat pengajuan pailit diatas
diatur dalam Undang-undang Kepailitan Pasal 2 ayat (1).
Pernyataan palilit diperiksa secara sederhana (sumir), ialah bila
dalam mengambil keputusan tidak diperlukan alat-alat
pembuktian seperti diatur dalam buku IV KUH Perdata cukup
bila peristiwa itu telah terbukti dengan alat-alat pembuktian yang
sederhana.

Lahirnya Pasal 2 ayat (1) tersebut dalam rangka untuk
lebih memberikan perlindungan hukum kepada kreditor atau
para kreditor dibanding Undang-undang Kepailitan yang lama
dimana terdapat celah hukum yang sering kali dimanfaatkan

oleh debitor yang nakal, karena dalam Undang-undang



Kepailitan yang lama syaratnya hanya debitor dalam keadaan
berhenti membayar, tanpa ada penjelasan lebih lanjut maka
kemudian disalah artikan, mestinya untuk debitor yang benar-
benar tidak mampu membayar bukan debitor yang tidak mau
membayar kemudian minta dijatuhi kepailitan.

Syarat pada nomor ii disebut utang yang tidak terbayar
adalah utang pokok atau bunganya, sedangkan “utang yang
telah jatuh waktu dan dapat ditagih” menurut penjelasan
Undang-undang Kepailitan adlah kewajiban membayar utang
yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena
percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan,
karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang
berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau
majelis arbitrase.’

Untuk sayarat nomor iii yang dimaksud kreditor adalah
baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor
preferen. Khusus mengenai kreditor separatis maupun kreditor
preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan
pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang
mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk
didahulukan. Bilamana terdapat sindikasi kreditor maka masing-

masing kreditor adalah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2

" Rahayu Hartini, op.cit., hal. 28



yaitu orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau

undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.*®

4. Asas yang terkandung dalam Undang-undang Kepailitan
Sekarang kepailitan diatur melalui UU No. 37 Tahun
2004 Tentang Kepailtan Dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang. Azas yang terkandung dalam UU Nomor :
37 Tahun 2004 adalah :
I. Azas Keseimbangan
Azas yang menentukan bahwa UU Nomor : 37
Tahun 2004 mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata
dan lembaga kepailitan baik oleh debitor yang tidak jujur
maupun oleh oleh kreditor yang tidak beritikad baik.
ii. Azas Kelangsungan
Azas kelangsungan mengandung arti bahwa UU
Nomor : 37 Tahun 2004 mengatur kemungkinan perusahaan
debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.
iii. Azas Keadilan
Azas Keadilan mengadung pengertian bahwa
ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa
keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Azas

keadilan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya

18 |bid, hal. 40



kesewenang - wenangan pihak penagih  yang
mengusahakan pembayaran atas tagihan masing—masing
terhadap debitor, dengan tidak memperdulikan kreditor
lainnya.
iv. Azas Integritas

Azas integritas mengandung pengertian bahwa
sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu
kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum

acara perdata nasional.*

5. Pengertian Utang

Utang adalah kewajiban dalam jumlah uang baik dalam
mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara
langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau
kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang — undang
dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi
memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya
dari harta kekayaan debitor.

Kartini  Muljadi, dalam buku Rudy A. Lontoh
berpendapat bahwa pengertian utang yang dimaksud dalam

UUK adalah setiap kewajiban debitur untuk memberikan

% penjelasan Atas Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.



sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat

sesuatu. Lebih lanjut Kartini Muljadi memberikan contoh :

I. Kewajiban debitor untuk membayar bunga dan utang pokok
kepada pihak yang meminjamkan.

ii. Kewajiban penjual untuk menyerahkan mobil kepada
pembeli mobil tersebut.

iii. Kewajiban pembangun untuk membuat rumah dan
menyerahkannya kepada pembeli rumah.

iv. Kewajiban penjamin  (guarantor) untuk  menjamin
pembayaran kembali pinjaman debitor kepada kreditor.?

Sutan Remy berpendapat bahwa utang yang

dimaksudkan dalam UUK itu adalah bukan setiap kewajiban

apapun juga dari debitor kepada kreditor karena adanya

perikatan diantara para mereka, tetapi hanya sepanjang

kewajiban itu berupa kewajiban untuk membayar sejumlah

uang, baik kewajiban membayar itu timbul karena perjanjian

apapun atau karena ditentukan oleh undang-undang (misalnya

kewajiban membayar pajak yang ditetapkan oleh Undang-

Undang pajak), atau karena berdasarkan putusan hakim yang

telah berkekuatan hukum tetap.

6. Mekanisme Permohonan Kepailitan

2 Rudhy A Lontoh, Hukum Kepailitan : Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit
Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung, Alumni, 2001. hal. 34



Mengenai permohonan pernyataan pailit ditentukan

dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang yaitu sebagai berikut:

a.

Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua
Pengadilan Niaga.

Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada
tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan
kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan
tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan
pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan
tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.
Panitera menyampaikan permohonan pailit kepada ketua
pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal
permohonan didaftarkan.

Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga hari setelah
tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan,
pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari

sidang



f. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit
diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20
(dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan

g. Atas permohonan debitor dan berdasarkan alasan yang
cukup, pengadilan dapat menindak penyelenggaraan
sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai
dengan paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan
didaftarkan.

Setelah suatu permohonan pailit diterima dan kemudian
diperiksa dan diadili oleh majelis hakim Pengadilan Niaga maka
pemeriksaan terhadap permohonan tersebut dinyatakan selesai

dengan dijatuhkannya putusan.?*

7. Akibat Hukum Pernyataan Kepailitan
Dengan adanya putusan pailit oleh pengadilan, si pailit
masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan
hukum dibidang harta kekayaan apabila dengan perbuatan
hukum itu akan memberi keuntungan bagi harta kekayaan si
Pailit, sebaliknya apabila dengan perbuatan hukum itu justru
akan merugikan harta kekayaan si Pailit maka kerugian

kerugian itu tidak mengikat harta kekayaan tersebut.

2 sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi keenam, Yogyakarta:
Liberty, 2002, hal. 202



Putusan pailit oleh pengadilan tidak mengakibatkan
Debitor kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan
hukum (volkomen handelingsbevoegd) pada umumnya, tetapi
hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangannya untuk
mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya saja, debitor
tidaklah berada di bawah pengampuan, tidak kehilangan
kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum yang
menyangkut dirinya kecuali apabila menyangkut pengurusan
dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Tindakan

pengurusan dan pengalihan tersebut berada pada Kurator.

. Pengurusan Harta Pailit

Terhitung sejak tanggal putusan pailit diucapkan debitor
pailit tidak lagi diperkenankan untuk melakukan pengurusan
atas harta kekayaan yang telah dinyatakan pailit (harta pailit).
Selanjutnya pelaksanaan pengurusan dan/atau pemberesan
harta pailit tersebut diserahkan kepada kurator yang diangkat
oleh pengadilan, dengan diawasi oleh hakim pengawas yang
ditunjuk dari Hakim Pengadilan. Pengangkatan tersebut harus
ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit tersebut.
Pelaksanaan pengurusan harta pailit tersebut oleh kurator

bersifat seketika, dan berlaku saat itu terhitung sejak tanggal



putusan ditetapkan, meskipun terhadap putusan kemudian
diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Jika ternyata kemudian putusan pailit tersebut
dibatalkan oleh putusan kasasi atau peninjauan kembali, maka
segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum
atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang

putusan pembatalan, tetap sah dan mengikat bagi debitor pailit.

F. Metode Penelitian

Penelitan  merupakan suatu sarana pokok dalam
pengembangan ilmu pengetahuan maupun tekhnologi. Hal ini
disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan
kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui
proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap
data yang telah dikumpulkan dan diolah.?

Penelitian merupakan salah satu cara yang tepat untuk
memecahkan masalah, selain itu penelitian juga dapat digunakan
untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran.
Dilaksanakan untuk mengumpulkan data guna memperoleh
pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban atas pokok-pokok
permasalahan yang dirumuskan dalam bab | Pendahuluan, sehingga

diperlukan rencana yang sistematis, metodelogi merupakan suatu

22 gpekanto Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan
Singkat, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 1



logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah. Oleh karenanya
pada saat melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu
pengetahuan yang menjadi induknya.?

Pada penelitian hukum ini, peneliti menjadikan bidang ilmu
hukum sebagai landasan ilmu pengetahuan induknya. Oleh karena itu
maka penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Menurut
Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah
kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan
pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala
hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.*

Dalam penelitian hukum juga dilakukan pemeriksaan yang
mendalam terhadap fakta-fakta hukum untuk selanjutnya digunakan
dalam menjawab permasalahan-permasalahan. Supaya mendapat
hasil yang lebih maksimal maka peneliti melakukan penelitian hukum
dengan mengunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan
Metode pendekatan dalam penelitian ini merupakan metode yuridis
normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat
dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum
kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut

mencakup:

%8 Spemitro Ronny Hanintijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri, Jakarta:
Ghalia Indonesia, 1998, hal. 9
24 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ul, 1986, hal. 43



a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.

b. Penelitian terhadap sistematik hukum.

c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal.
d. Perbandingan hukum.

e. Sejarah hukum.”

Dari kelima penelitian hukum normatif diatas, metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian terhadap taraf
sinkronisasi vertikal dan horisontal yang bertujuan untuk sampai
sejauh manakah hukum positif tertulis yang ada serasi, maka yang
ditinjau adalah perundang-undangan yang sederajat yang

mengatur bidang yang sama.*

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah
deskriptif analitis, metode ini bertujuan untuk memberikan
gambaran dan deskripsi serta data yang seteliti mungkin mengenai
perkara permohonan pailit yang diajukan debitur dalam proses
kepailitan. Analisa juga dilakukan dengan menggunakan cara
kualitatif dari teori hukum atau doktrin-doktrin hukum terhadap
perkara permohonan pailit yang diajukan debitur dalam proses

kepailitan.

%5 Soekanto Soerjono dan Sri Mamudii, op.cit. hal. 14
?® |bid. hal 19



3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan
sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh
data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak
yang diharapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis
menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan.
3.1. Penelitian Kepustakaan.

Data Sekunder diperoleh melalui studi pustaka atau
literatur, Data sekunder tersebut meliputi :

1. Bahan Hukum Primer, yang merupakan bahan hukum
yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan
putusan pengadilan, yang antara lain dari :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk
Wetboek);

b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek Van
Koophandel);

c. Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

d. Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas;



e. Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

f. Putusan Pengadilan Niaga mengenai perkara
Permohonan pailit oleh Debitor dalam kepailitan.

g. Putusan Mahkamah Agung mengenai Peninjauan
Kembali Reg No. 07 PK/N/2004 Tentang P.T. TUNAS
SUKSES.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan
hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam
kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari
bahan hukum primer, yang terdiri dari :

a. Buku-buku;
b. Jurnal-jurnal;
c. Majalah-majalah;
d. Artikel-artikel;
e. Dan berbagai tulisan lainnya.
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier, merupakan bahan
hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum



sekunder, yang berupa ; Kamus Hukum Belanda-
Indonesia.
4. Metode Analisis Data

Metode vyang digunakan dalam menganalisis dan
mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.
Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberikan
gambaran terhadap permasalahan yang ada dengan berdasarkan
pada pendekatan yuridis normatif.

Pada metode ini data-data yang diperoleh yaitu data
sekunder, akan diinventarisasi dan disistematiskan dalam uraian
yang Dbersifat deskriptif analisis. Setelah dilakukan proses
inventarisasi dan penyusunan data secara sistematis maka langkah

selanjutnya ialah menganalisa data-data tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat bab, dimana masing-
masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain.
Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan

diuraikan dalam sistematika berikut:
Bab | : Pendahuluan  dipaparkan uraian mengenai Latar
Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian,
Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran (Kerangka

Teoritik), Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.



Bab Il

Bab 11l

Bab IV

. Tinjauan Pustaka, bab ini berisikan tinjauan pustaka

yang menyajikan landasan teori tentang tinjauan
secara umum khususnya tentang kepailitan,
Pengaturan kepailitan berdasarkan Undang-undang
Nomor 37 Tahun 2004, Sejarah hukum kepailitan,
Asas kepailitan, Tujuan dan fungsi kepailitan, Syarat
pengajuan pailit, Mekanisme kepailitan, Akibat
kepailitan, Pengurusan harta pailit, serta upaya

hukum dalam kepailitan.

: Merupakan Hasil Penelitian, dalam bab ini memuat

hasil penelitian dan analisa yang sistematika
dituangkan secara berurutan sesuai  urutan
permasalahan dan tujuan penelitian, dengan demikian
jelas  menggambarkan upaya peneliti menjawab

permasalahan dan tujuan penelitian.

: Berisikan Penutup, dalam bab ini dipaparkan

Kesimpulan dari penelitian serta Saran berdasarkan
simpulan peneliti, terdiri dari Saran Praktis dan Saran

Akademik.

Selanjutnya dalam Bagian Akhir penulisan hukum ini

dicantumkan juga Daftar Pustaka dan Lampiran.

BAB Il



TINJAUAN PUSTAKA
A. TINJAUAN TENTANG KEPAILITAN

A.l. Pengertian Kepailitan

Istilah pailit jika ditinjau dari segi istilah, dapat dilihat
dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan
Inggris dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa
Perancis istilah failite artinya pemogokan atau kemacetan dalam
melakukan pembayaran sehingga orang yang mogok atau macet
atau berhenti membayar disebut le failli. Dalam bahasa Belanda
untuk arti yang sama dengan bahasa Perancis juga digunakan
istilah faillete, sedangkan di dalam bahasa Inggris dikenal dengan
istilah to fail dan dalam bahasa Latin digunakan istilah failure.
yang memiliki arti rangkap, yaitu sebagai kata benda dan sebagai
kata sifat. Di dalam bahasa Perancis, istilah “faillite” artinya
kemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran.
Sedangkan di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “to fail”
dan di dalam bahasa latin digunakan istilah “fallire”. 2’

Sedangkan dalam tata bahasa Indonesia, kepailitan
berarti segala hal yang berkaitan dengan pailit. Jika kita baca
seluruh  ketentuan vyang terdapat dalam Undang-undang

Kepailitan, kita tidak akan menemui satu rumusan atau ketentuan

2" zainal Asikin, op.cit, hal.27.



yang menjelaskan pengertian maupun definisi kepailitan atau
pailit.

Dalam Black's Laws Dictionary pailit atau “Bankrupt
adalah The State or condition of a person (individual,
parthnership, or corporation, municipality) who is unable to pay its
debt as they are, or become due”. The term includes a person
agains whom an involuntary petition has been filed, or who has
fled a voluntary petition, or who has been adjudged a
bankrupt.”?®
Dari pengertian yang diberikan dalam Black's Law
Dictionary tersebut, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit
dihubungkan dengan "ketidakmampuan untuk membayar” dari
seorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo.
Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan
nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela
oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar
debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.?

Pailit dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum
diartikan sebagai keadaan debitor yang berutang yang berhenti
membayar atau tidak membayar utang-utangnya, hal ini tercermin

dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU menentukan:

%8 Gunawan Widijaja, op.cit, hal.83
?* Ibid, hal. 84.



"Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak
membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan
dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik
atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau
lebih kreditornya”.

Istilah berhenti membayar ini tidak mutlak diartikan
debitor sama sekali berhenti membayar utang-utangnnya, tetapi
diartikan dalam keadaan tidak dapat membayar utang-utangnya
ketika diajukan permohonan pailit ke pengadilan. Berhubung
pernyataan pailit harus melalui proses pengadilan, maka segala
sesuatu yang menyangkut peristiwa pailit itu disebut dengan
istilah "kepailitan”. Keadaan debitor yang perusahaannya dalam
keadaan berhenti membayar utangnnya disebut dengan
insolvable. Di negara-negara yang berbahasa Inggris untuk
pengertian pailit dan kepailitan dipergunakan istilah bankruptcy.*

Definisi dari kepailitan adalah eksekusi massal yang
ditetapkan yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang
berlaku serta merta dengan melakukan penyitaan umum atas
semua harta yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu
pernyataan pailt maupun yang diperoleh selama kepailitan

berlangsung, untuk kepentingan kreditor dan dibawah

pengawasan pihak yang berwajib. Jadi dapat disimpulkan bahwa

%0 Zainal Asikin, op.cit, hal.27



kepailitan dimaksudkan untuk mencegah penyitaan dan eksekusi
yang dimintakan oleh kreditor secara perseorangan.®

UUKPKPU dalam Pasal 1 ayat (1): Kepailitan adalah
sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan
dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah
pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang ini.

A.2. Pengaturan Kepailitan

Sejak tahun 1905, Indonesia sudah mengenal hukum
kepailitan dengan diberlakukannya Staatsblaad tahun 1905 No. 217
juncto Staatsblaad Tahun 1906 No. 348. Tuntutan dari pelaku bisnis
dan pakar hukum yang menginginkan agar hukum kepailitan bersifat
universal yang berarti dapat menyesuaikan dengan perkembangan
zaman sehingga tidak menutup adanya penambahan dan
penyempurnaan peraturan-peraturan dalam hukum kepailitan.

Pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap peraturan
hukum kepailitan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Tentang kepailitan, yang diundangkan pada
tanggal 22 April 1998 melalui Lembaran Negara Indonesia No. 87

Tahun 1998 dan berlaku efektif 120 hari sejak tanggal diundangkannya

31

Retnowulan Sutantio, Kapita Selekta Hukum Ekonomi Dan Perbankan, Ctk.

Pertama, Varia Yustisia, 1996, hal. 85



yaitu pada tanggal 20 Agustus 1998, setelah diterima oleh Dewan
Perwakilan Rakyat kemudian menjadi Undang-undang No. 4 tahun
1998. Dengan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1998 ini berarti
pemerintah telah memenuhi salah satu persyaratan yang diminta oleh
kreditor-kreditor luar negeri (baca Dana Moneter
Internasional/International Monetary Fund), agar para kreditor luar
negeri memperoleh jaminan kepastian hukum.*?

Mengingat Undang-Undang No. 4 tahun 1998 banyak
kekurangan dan perlu adanya penambahan materi, maka pada tanggal
18 Oktober 2004 Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan undang-
undang baru yang mengatur tentang kepailitan dan penundaan
kewajiban pembyaran utang yaitu Undang-Undang No. 37 tahun 2004.

Muatan materi yang tercantum dalam UUKPKPU terdiri dari
tujuh bab yaitu Bab | Ketentuan Umum, Bab Il Kepailitan, Bab Il
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bab IV Permohonan
Penunjauan Kembali, Bab V Ketentuan lain-lain, Bab VI Ketentuan
Peralihan, Bab VII Ketentuan Penutup.

Semua hal yang berkaitan dengan masalah kepailitan oleh
pemerintah diatur dalam UUKPKPU yang berisi tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998
mengenai Perubahan atas undang-undang tentang kepailitan menjadi

undang-undang. Dimana secara garis besar tidak ada perubahan yang

¥ Martiman Prodojhamidjojo, Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Tentang Kepailitan, Jakarta: CV. Mandar Maju, 1999, hal.1.



besar, hanya saja ada salah satu hal yang baru dalam UUKPKPU,
yaitu diperkenalkannya asas hukum yang disebut Verplichte Procueur
Stelling yang artinya setiap permohonan kepailitan harus diajukan oleh

penasehat hukum yang mempunyai ijin praktek.*

A.3. Sejarah Hukum Kepailitan

Kepailitan bukanlah merupakan suatu hal baru karena
sesungguhnya masalah kepailitan di Indonesia sudah banyak terjadi
sejak zaman penjajahan belanda. Hal itu terbukti dengan adanya
Undang-Undang Kepailitan yang lebih dikenal dengan Staatblad tahun
1905 Nomor 217 jo Staatblad tahun 1906 Nomor 348 (verodening op
het failissement en de surseance van betaling).

Jika ditelusuri sejarah hukum tentang kepailitan, diketahui
bahwa hukum tentang kepailitan itu sendiri sudah ada sejak zaman
Romawi. Kata bangkrut, yang dalam bahasa Inggris disebut bankrupt
berasal dari undang-undang di Italia yang disebut dengan banca rupta.
Pada abad pertengahan di Eropa, terjadi praktik kebangkrutan yang
dilakukan dengan menghancurkan bangku-bangku dari para bankir
atau pedagang yang melarikan diri secara diam-diam dengan
membawa harta para kreditornya. Adapun di Venetia (Italia) pada
waktu itu, dimana para pemberi pinjaman (bankir) saat itu yang banco

(bangku) mereka yang tidak mampu lagi membayar utang atau gagal
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dalam usahanya, bangku tersebut benar-benar telah patah atau
hancur.>*

Bagi negara-negara yang menganut tradisi common law,
tepatnya pada tahun 1952 merupakan tonggak, sejarah karena pada
tahun tersebut hukum palit dari tradisi hukum Romawi diadopsi ke
negara inggris. Hal tersebut ditandai dengan diundangkannya sebuah
Undang-Undang yang disebut Act Against Such Persons As Do Make
Bankrupt, yang menempatkan kebangkrutan sebagai hukuman bagi
debitor nakal yang tidak mau membayar utangnya sekaligus berusaha
menyembunyikan asset-assetnya. Undang-undang ini memberikan
hak-hak bagi kelompok kreditor yang tidak dimiliki oleh kelompok
kreditor secara individual.*

Peraturan mengenai kepailitan diatur dalam peraturan
tersendiri, yaitu dalam “Faillissementsverordening” (Staatblad tahun
1905 Nomor 217 jo Staatblad tahun 1906 Nomor 348), yang juga
berlaku bagi golongan Cina dan Timur Asing.*

Kedua peraturan yang diberlakukan di Indonesia ini
merupakan akibat dari perbedaan antara pedagang dan bukan
pedagang. Adanya dua macam peraturan tersebut, selain tidak perlu

juga menimbulkan banyak kesulitan diantaranya ialah formalitasnya

yang ditentukan terlalu banyak sehingga menimbulkan banyak
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kesulitan dalam pelaksanaannya seperti biaya tinggi, pengaruh kreditor
terhadap jalannya kepailitan terlalu sedikit, serta pelaksanaan
kepailitannya memakan waktu lama. Adanya kesulitan-kesulitan
tersebut menimbulkan keinginan untuk membuat peraturan kepailitan
yang sederhana dengan biaya rendah sehingga pelaksanaannya akan
lebih mudah.*’

Pada tahun 1934 pemerintah belanda melakukan perubahan
terhadap KUHD vyaitu penghapusan Buku Ketiga dan perubahan Buku
pertama Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, yang diganti dengan
Faillisementwet. Hal tersebut juga mempengaruhi sistem hukum di
hindia belanda, pengaruh ini dapat dilihat dengan dilakukannya
penyatuan peraturan kepailitan yang ada, yang dilakukan dengan
“Faillisementsverordening” (Staatblad tahun 1905 Nomor 217 jo
Staatblad tahun 1906 Nomor 348), yang berlaku sejak 1 November
1906.

Saat ini terjadi banyaknya masalah dengan kredit macet
yang dinilai oleh para ahli ekonomi tidak hanya menimbulkan krisis
perbankan maupun krisis ekonomi, tetapi juga menimbulkan masalah
sosial yang luas didalam masyarakat seperti masalah tenaga kerja dan
aspek-aspek sosial lainnya yang menyangkut kepentingan Korporasi
baik sebagai Kreditor ataupun Debitor. Penyelesaian masalah utang

tersebut harus dilakukan dengan cepat dan efektif. Untuk maksud
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tersebut, pengaturan Kkepailitan termasuk masalah penundaan
kewajiban pembayaran utang merupakan salah satu masalah penting
yang harus diselesaikan.

Selama ini masalah kepailitan dan penundaan kewajiban
membayar utang, tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan
penyelesaian masalah kepailitan termasuk masalah penundaan
kewajiban pembayaran utang secara adil, cepat, dan efektif.
Sehubungan dengan adanya kebutuhan yang mendesak dari dunia
usaha terhadap penyelesaian masalah utang piutang tersebut, maka
pemerintah Indonesia segera melakukan reformasi hukum yaitu
melakukan revisi terhadap peraturan tentang Kepailitan yang termuat
dalam Staatblad tahun 1905 Nomor 217 jo Staatblad tahun 1906
Nomor 348.

Kelahiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1998 tentang Kepailitan dan PKPU, mempunyai tujuan
dan misi untuk menyakinkan para investor baik dari dalam maupun luar
negeri terhadap kepastian hukum di Indonesia sehingga dapat
meningkatkan kembali gairah investor untuk kembali menanamkan
investasinya di Indonesia.

Dalam perkembangannya, Perpu Kepailitan ini ditingkatkan
statusnya menjadi Undang-Undang yang dikenal dengan Undang-
Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 menjadi



Undang-Undang, yang kemudian disempurnakan kembali dengan
UUKPKPU.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU)
ditengah masyarakat khususnya para pelaku bisnis yang sedang
menghadapi masalah sengketa uatang piutang diharapkan dapat
membantu penyelesaiannya, karena sistem yang digunakan sangat
cepat, adil, terbuka, dan efektif serta menjadi pegangan bagi
penyelesaian utang-piutang yang tidak saling merugikan melainkan
sebaliknya justru saling menguntungkan para pihak yaitu Kreditor dan

Debitor.

A.4. Asas-Asas Hukum Kepailitan

Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang
mempunyai fungsi penting, sebagai realisasi dari dua pasal penting
dalam KUH Perdata yakni Pasal 1131 dan 1132 mengenai tanggung
jawab debitor terhadap hutang-hutangnya.

Kedua pasal tersebut diatas memberikan jaminan kepastian
kepada kreditor bahwa kewajiban debitur akan tetap dipenuhi atau
lunas dengan jaminan dari kekayaan debitor baik yang sudah ada
maupun yang masih akan ada di kemudian hari pasal 1131 dan 1132
KUH Perdata ini merupakan perwujudan adanya asas jaminan

kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan.



Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah kekayaan
debitor merupakan jaminan bersama bagi semua kreditornya ecara
proporsional, kecuali bagi kreditor dengan hak mendahului (hak
preferensi). Jadi pada dasarnya, asas yang terkandung di dalam Pasal
1131 dan 1132 KUH Perdata ini adalah bahwa undang-undang
mengatur tentang hak menagih bagi kreditor atau kreditor-kreditornya
terhadap transaksinya dengan debitor.

Bertolak dari asas tersebut diatas sebagai Lex Generalis,
maka ketentuan kepailitan mengaturnya dalam urutan yang lebih rinci
dan operasional.

Menurut Sri Redjeki Hartono, lembaga kepailitan pada
dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu :

a. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditornya
bahwa debitor tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung
jawab atas semua hutang-hutangnya kepada semua kreditor-
kreditornya.

b. Juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan
eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya.

Dari itu timbullah lembaga kepailitan, yang berusaha untuk
mengadakan tata yang adil mengenai pembayaran utang terhadap
semua kreditor dengan cara seperti yang diperintahkan oleh Pasal
1132 KUH Perdata. Jadi Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata

merupakan dasar hukum dari kepailitan.



Dalam peraturan perundangan yang lama yakni dalam

Verordening Faillissement maupun UU No 4 Tahun 1998 tentang

kepailitan tidak diatur secara khusus, namun pada UUKPKPU dalam

penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan Undang-undang ini

mendasarkan pada sejumlah asas-asas kepailitan yakni :

1.

2.

3.

Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang
merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu
pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya
penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang
tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah
terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh
kreditor yang tidak beritikad baik.
Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang
memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap
dilangsungkan.
Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian,
bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa
keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini
untuk mencegah terjadinya kesewenang-sewenangan pihak

penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-



masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor
lainnya.
4. Asas Integrasi
Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung
pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya
merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata

dan hukum acara perdata nasional.

A.5. Tujuan dan Fungsi Kepailitan

Ketentuan kepailitan bertujuan untuk melakukan pembagian
kekayaan milik debitor kepada para kreditornya dengan melakukan
sitaan bersama dan kekayaan debitor dapat dibagikan kepada kreditor
sesuai dengan haknya. Berkaitan dengan ini berlaku ketentuan Pasal
1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
mengatur dan memberikan kedudukan para kreditor sebagai kreditor
konkuren sehingga boedel pailit akan dibagikan kepada para kreditor
secara seimbang (ponds gewijs/paritas creditorium), kecuali apabila
diberikan perkecualian oleh undang-undang, yaitu sebagaimana
tertera dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata.®®
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Menurut Rudhi Prasetya, adanya lembaga kepailitan
berfungsi untuk mencegah kesewenang-wenangan pihak kreditor yang
memaksa dengan berbagai cara agar debitor membayar utangnya®.

Mengutip pendapat Siti Soemarti Hartono®, kepailitan
adalah suatu lembaga hukum perdata Eropa sebagai asas realisasi
dari dua asas pokok dalam hukum perdata Eropa yang tercantum
dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Pasal 1131 KUH Perdata menentukan bahwa “Segala
Kebendaan si berutang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik
yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari menjadi
tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Selanjutnya Pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang
yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu
dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya
piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu
ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Menurut Pasal 2 Ayat (1) UUKPKPU, syarat-syarat yuridis
agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah perusahaan

tersebut mempunyai hutang yang sudah jatuh tempo, adanya debitor

dan kreditor dan pernyataan pailit dari pengadilan khusus yaitu
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Pengadilan Niaga, syarat-syarat tersebut dapat diuraikan sebagai

berikut :

a. Adanya pihak-pihak yang berkaitan dengan proses pengajuan pailit
tersebut, yaitu pihak debitor dan pihak kreditor;

b. Adanya Wanprestasi tentang suatu hal, yaitu hutang;

c. Adanya suatu badan peradilan yang berkompeten dengan kasus
kepailtan, yaitu Pengadilan Niaga.

Berdasarkan uraian ketiga pasal tersebut, maka dapat
diketahui bahwa tujuan kepailitan sebenarnya adalah suatu usaha
bersama baik oleh kreditor maupun debitor untuk mendapatkan
pembayaran bagi semua kreditor secara adil dan proporsional.

Adanya lembaga kepailitan memungkinkan debitor
membayar utang-utangnya secara tenang, tertib dan adil, yaitu :

a. Dengan dilakukannya penjualan atas harta pailit yang ada, yakni
seluruh harta kekayaan yang tersisa dari debitor.

b. Membagi hasil penjualan harta pailit tersebut kepada sekalian
kreditor yang telah diperiksa sebagai kreditor yang sah, masing-
masing sesuai dengan :

(a) hak preferensinya;
(b) proporsional dengan hak tagihannya dibandingkan dengan

besarnya hak tagihan kreditor konkuren lainnya.*!
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B. Syarat Pengajuan pailit

Agar dapat dinyatakan pailit, seorang debitor harus

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a.

b.

debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor

tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu
dan dapat ditagih

atas permohonan sendiri atau permohonan satu atau lebih
kreditornya.

Undang-undang kepailitan pengaturan tentang syarat

kepailitan diatur lebih tegas, hal ini semata-mata untuk menghindari

adanya :

a.

Perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada
beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor.

Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya
dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan
kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.
Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang
kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk
memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor
tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan
curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya
dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap

para kreditor.



F.1. Yang Mengajukan Pailit

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan
adalah pihak pemohon pailit, yakni pihak yang mengambil inisiatif
untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, yang dalam
perkara biasa disebut sebagai pihak penggugat.*

Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal
2 disebutkan bahwa yang dapat menjadi pemohon dalam suatu
perkara pailit adalah suatu pihak sebagai berikut :

a. pihak debitor itu sendiri;

b. salah satu atau lebih dari pihak kreditor;

c. pihak Kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum;

d. pihak Bank Indonesia jika debitornya adalah suatu bank;

e. pihak Badan Pengawas Pasar Modal jika debitornya adalah
suatu perusahaan efek, bursa efek, lembaga Kkliring dan
penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian;

f. pihak Menteri Keuangan jika debitornya adalah perusahaaan
asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan
Usaha Milik negara yang bergerak di bidang kepentingan
publik.

F.2. Yang Dinyatakan Pailit

“2 Munir Fuady, Op. Cit. hal 35



Pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit menurut
ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah
debitor, debitor yang dimaksud adalah :

a. Orang-perorangan, baik laki-laki maupun perempuan yang
telah menikah maupun yang belum menikah. Jika orang-
perorangan yang telah menikah maka permohonan tersebut
hanya dapat diajukan dengan ijin suami atau istri yang
bersangkutan, kecuali antara mereka tidak ada percampuran
harta;

b. Debitor yang menikah, harus ada persetujuan dari suami atau
isterinya, apabila diantara mereka ada percampuran harta.
Apabila seorang menikah dengan percampuran harta, maka
kepailitan tersebut akan meliputi seluruh harta bersama.

c. Harta Peninggalan, dari seorang yang meninggal dunia dapat
dinyatakan pailit apabila orang yang meninggal dunia itu
semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti membayar
utangnya, atau harta warisannya pada saat meninggal dunia si
pewaris tidak mencukupi untuk membayar utangnnya.

d. Perkumpulan Perseroan (Holding Company) dan anak-anak
perusahaannnya dapat diajukan dalam satu permohonan,

tetapi dapat juga diajukan terpisah sebagai dua permohonan.



. Penjaminan (Guarantor) kewajiban untuk membayar utang
debitor pada kreditor ketika si debitor lalai atau cidera janiji.
Penjaminan baru menjadi debitor atau kewajiban untuk
membayar setelah debitor utama yang utangnya cidera janiji
dan harta benda milik debitor utama atau debitor yang
ditanggung telah disita dan dilelang terlebih dahulu, tetapi
hasilnya tidak mencukupi untuk membayar utangnya, atau
debitor utama lalai atau cidera janji sudah tidak mempunyai
harta apapun.

Badan Hukum, diwakili oleh organ yang hanya dapat
mengikatkan badan hukum jika tindakan-tindakannya didalam
batas wewenangnya yang ditentukan dalam anggaran dasar,
ketentuan-ketentuan lain dan hakikat dari tujuannya.

. Perkumpulan bukan badan hukum, harus memuat nama dan
tempat kediaman masing-masing persero yang secara
tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.

. Bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan
oleh Bank Indonesia.

Perusahaan Efek, permohonan pernyataan pailit hanya dapat
diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

Perusahaan Asuransi, Reasuransi, Dana Pensiun dan Badan
Usaha Milik Negara, permohonan pailit hanya dapat dilakukan

oleh Menteri Keuangan.



C. Mekanisme Permohonan Kepailitan

Permulaan dari pemeriksaan kepailitan didahului dengan
pengajuan kepailitan oleh pihak-pihak yang berwenang. Permohonan
itu diajukan kepada Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi
tempat kedudukan hukum terakhir debitur. Permohonan kepailitan
harus diajukan secra tertulis, dimana harus diajukan oleh seorang
penasihat hukum yang telah memiliki ijin praktek dan berpengalaman
dalam masalah hukum, sehingga diharapkan persidangan dapat
berjalan dengan cepat dan fair. Panitera pengadilan setelah menerima
permohonan tersebut segera melakukan pendaftran terhadap si
pemohon dan dimasukkan ke dalam daftar register sekaligus
memberikan nomor pendaftran kepada si pemohon yang disertai bukti
tertulis yang telah ditandatangani oleh panitera, dimana tanggal bukti
penerimaan tersebut harus sesuai dengan tanggal pada waktu si
pemohon mendaftarkan diri ke pengadilan. Panitera wajib menolak
pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan
tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.

Panitera Pengadilan dalam jangka waktu 1 x 24 jam harus
menyerahkan kepada ketua pengadilan, sedangkan ketua pengadilan
mempelajari permohonan kepailitan tersebut dalam jangka waktu 2 x

24 jam, sekaligus menetapkan hari persidangannya. Ketua pengadilan



memanggil para pihak untuk menghadiri pemeriksaan kepailitan
tersebut, dimana pemeriksaan tersebut sudah harus dilakukan paling
lambat 20 hari setelah permohonan tersebut didaftarkan. Untuk
pemeriksaan perkara kepailitan yang diajukan oleh debitur, maka
pengadilan tidak wajib untuk memanggil debitor (Pasal 8 ayat (1)
UUKPKPU) sedangkan untuk perkara kepailitan yang diajukan oleh
kejaksaan, debitur wajib dipanggil paling lambat 7 hari sebelum
persidangan untuk memberi kesempatan bagi para pihak untuk
mempelajari permohonan dan memberi waktu yang cukup pada para
pihak yang tempatnya jauh agar hadir tepat waktu.

Persidangan terhadap perkara kepailitan dapat ditunda
selama 20 hari apabila terdapat alasan-alasan pembenar yang cukup
mendasar dari para pihak, dimana dalam persidangan itu hakim akan
mendengar keterangan dari pemohon, termohon, saksi-saksi dengan
disertai bukti-bukti konkrit. Selama masa pemeriksaan hakim dapat
memerintahkan panitera atau wakil panitera untuk melakukan
penyegelan atau sita jaminan terhadap sebagian maupun seluruh
harta kekayaan (boedel) debitur atas permohonan kreditur. Kreditur
juga mempunyai hak untuk mengajukan permohonan kepada
pengadilan agar menunjuk kurator sementara yang tugasnya
mengawasi pengelolaan usaha debitur dan mengawasi pembayaran
pada debitur baik pengalihan maupun pengagunan kekayaan debitur

yang memerlukan persetujuan dari kurator. Hal tersebut akan



dikabulkan oleh pengadilan dengan syarat penyitaan tersebut sangat
diperlukan untuk melindungi kepentingan kreditur.

Setelah suatu permohonan pailit diterima dan kemudian
diperiksa dan diadili oleh majelis hakim Pengadilan Niaga maka
pemeriksaan terhadap permohonan tersebut dinyatakan selesai
dengan dijatuhkannya putusan.*?

Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah
tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim
Pengawas, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan
oleh Hakim Pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit
yang memuat hal-hal sebagai berikut :

a. nama, alamat, dan pekerjaan Debitor;
b. nama Hakim Pengawas;
c. nama, alamat, dan pekerjaan Kurator; anggota panitia Kreditor

sementara, apabila telah ditunjuk; dan

o

tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor

Kurator juga berwenang melakukan pengurusan terhadap
harta pailit meskipun dimintakan kasasi atau peninjauan kembali ke
Mahkamah Agung dan apabila kasasi dan peninjauan kembali tersebut
dikabulkan, maka semua tindakan hukum yang dilakukan oleh kurator

tetap sah dan mengikat bagi debitor (Pasal 16). Kurator juga bertugas

43 sudikno Mertokusumo, op.cit, hal. 202



untuk mengurus segala hubungan surat-menyurat antara pihak lain
dengan debitor. Segala pembiayaan yang menyangkut pengakhiran
kepailitan dibebankan kepada debitor dan harus ditetapkan oleh hakim
dengan mengeluarkan Fiat Eksekusi yang kekuatan hukumnya mutlak
sehingga tidak dapat dimintakan keberatan atau upaya hukum dalam

bentuk apapun.

D. Akibat Hukum Pernyataan Kepailitan

Dengan adanya putusan pailit oleh pengadilan, si pailit
masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum
dibidang harta kekayaan apabila dengan perbuatan hukum itu akan
memberi keuntungan bagi harta kekayaan si Palilit, sebaliknya apabila
dengan perbuatan hukum itu justru akan merugikan harta kekayaan si
Pailit maka kerugian kerugian itu tidak mengikat harta kekayaan
tersebut.**

Putusan pailit oleh pengadilan tidak mengakibatkan Debitor
kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum
(volkomen handelingsbevoegd) pada umumnya, tetapi hanya
kehilangan kekuasaan atau kewenangannya untuk mengurus dan
mengalihkan harta kekayaannya saja, Debitor tidaklah berada di
bawah pengampuan, tidak kehilangan kemampuannya untuk

melakukan perbuatan hukum yang menyangkut dirinya kecuali apabila

4 Zainal Asikin, Op.Cit., hal. 45-46



menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah
ada. Tindakan pengurusan dan pengalihan tersebut berada pada
Kurator. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya
Debitor tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta
benda yang akan diperolehnya itu, namun harta yang diperolehnya itu
kemudian menjadi bagian dari harta pailit.*®
Menurut Fred Tumbuan, pernyataan pailit berakibat bagi
kreditur dan debitur yaitu :
D.1. Akibat hukum bagi debitor pailit dan hartanya
Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat
putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang
diperoleh selama kepailitan (Pasal 21). Namun ketentuan tersebut
tidak berlaku terhadap (Pasal 22) :

a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh
Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya,
alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat
tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor
dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh)
hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;

b. Segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya

sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa,

% Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening
Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998, Jakarta: Pustaka Grafiti, 2002, hal.256-257.



sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan,
sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau
c. Uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu
kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.
Perlu diingat bahwa dalam Pasal 23 UUKPKPU bahwa
Debitor Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan 22
UUKPKPU juga meliputi istri atau suami dari Debitor Pailit yang
menikah dalam persatuan harta.Sejak tanggal putusan
pernyataan pailit diucapkan maka Debitor demi hukum kehilangan
haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang
termasuk dalam harta pailit sesuai dengan Pasal 24 ayat (1)
sedangkan tanggal putusan sebagaimana dimaksud tersebut
dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat sesuai dengan Pasal
24 ayat (2), apabila sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan
telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga
selain bank pada tanggal putusan sebagaimana dimaksud
transfer tersebut wajib diteruskan dan dalam hal sebelum putusan
pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan Transaksi Efek di
Bursa Efek maka transaksi tersebut wajib diselesaikan. Setelah
adanya putusan pernyataan pailit maka semua perikatan Debitor
yang terbit sesudahnya tidak dapat lagi dibayar dari harta pailit,
kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Tuntutan

mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus



D.2.

diajukan oleh atau terhadap Kurator, dalam hal tuntutan tersebut
diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap Debitor Pailit maka
apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman
terhadap Debitor Pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai
akibat hukum terhadap harta pailit.
Akibat hukum bagi kreditor pailit

Akibat pernyataan pailit bagi kreditor adalah kedudukan
para kreditor sama (paritas creditorium) dan karenanya mereka
mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit
sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (pari
passa pro rata parte). Namun demikian asas tersebut mengenal
pengecualian, yaitu golongan kreditor yang haknya didahulukan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan PKPU dan peraturan perundang-undangan lainnya
(Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata). Dengan demikian,
asas paritas creditorium berlaku bagi para kreditor konkuren saja.

Dengan adanya putusan pernyataan pailit tersebut
kreditor separatis tidak dapat mengeksekusi boedel pailit karena
dalam hal ini ada jangka waktu 90 hari yang disebut dengan masa
stay, baru setelah tenggat waktu 90 hari tersebut lewat, kreditur
separatis baru dapat mengeksekusi boedel pailit. Adanya
lembaga penangguhan pelaksanaan hak eksekusinya dalam

tenggang waktu 90 hari terhitung sejak tanggal putusan



pernyataan pailit ditetapkan, dalam pelaksanaan hak eksekusinya
harus mendapat persetujuan dari kurator atau Hakim

Pengawas.*

E. Pengurusan Harta Pailit

Terhitung sejak tanggal putusan pailit diucapkan, debitor
pailit tidak lagi diperkenankan untuk melakukan pengurusan atas harta
kekayaan yang telah dinyatakan pailit (harta pailit). Selanjutnya
pelaksanaan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit tersebut
diserahkan kepada kurator yang diangkat oleh pengadilan, dengan
diawasi oleh hakim pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan.
Pengangkatan tersebut harus ditetapkan dalam putusan pernyataan
pailit tersebut. Pelaksanaan pengurusan harta pailit tersebut oleh
kurator bersifat seketika, dan berlaku saat itu terhitung sejak tanggal
putusan ditetapkan, meskipun terhadap putusan kemudian diajukan
kasasi atau peninjauan kembali.*’

Jika ternyata kemudian putusan pailit tersebut dibatalkan
oleh putusan kasasi atau peninjauan kembali, maka segala perbuatan
yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator
menerima pemberitahuan tentang putusan pe